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PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI 

PT FKS FOOD SEJAHTERA TBK. 

No.: 005/FKSFS-Int/BOC/XII/21 

 

1. Maksud dan Tujuan Umum  

 

1.1 PT FKS Food Sejahtera Tbk. (“Perseroan”) sebagai perusahaan 

publik berkomitmen mematuhi peraturan perundang-undangan di 

bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang 

berkaitan dengan kegiatan operasi Perseroan.  

1.2 Piagam Komite Nominasi dan Renumerasi disusun sebagai bentuk 

kepatuhan Perseroan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi Dan 

Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik. 

1.3 Komite Nominasi dan Renumerasi (“Komite”) memiliki komitmen 

senantiasa mematuhi Piagam Komite dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya guna mendukung tercapainya pengelolaan 

Perseroan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance (GCG) secara konsisten dengan berpedoman 

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

2. Struktur Komite  

 

2.1 Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. 

2.2 Komite terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota. 

2.3 Anggota yang berasal dari Komisaris Independen Perseroan 

bertindak sebagai Ketua Komite. Dalam hal terdapat lebih dari 1 

(satu) orang Komisaris Independen dalam Perseroan, maka Ketua 

Komite akan dipilih oleh Rapat Dewan Komisaris. 

2.4 Apabila salah seorang anggota Komite tidak dapat menjalankan 

tugas dan tanggung jawabnya atas alasan apapun, sehingga 

mengurangi jumlah anggota Komite menjadi di bawah 3 orang, 

maka Dewan Komisaris dapat menunjuk seorang anggota 

independen yang menjabat sementara menunggu pemilihan dan 

penunjukan anggota tetap.  
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3. Syarat Keanggotaan  

 

3.1 Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan 

pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang 

pendidikannya, bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi 

dengan baik.  

3.2 Memahami bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan 

pengelolaan dan pengaturan sumber daya manusia, secara khusus 

pada segi nominasi dan remunerasi anggota Direksi maupun 

anggota Dewan Komisaris. 

3.3 Tidak mempunyai keterikatan pribadi maupun kepentingan 

pribadi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam 

melaksanakan tugasnya, seperti: 

a.  Terafiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota 

Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; 

b.  Mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan yang 

diakibatkan oleh suatu perkawinan sampai derajat ketiga, 

baik vertikal maupun horizontal dengan pegawai maupun 

pejabat dalam Perseroan, Komisaris, Direktur, maupun 

pemegang saham Perseroan; atau 

c.  Terafiliasi dengan pemasok, supplier, distributor, maupun 

pihak lain yang memiliki hubungan kerjasama dengan 

Perseroan maupun entitas anak usaha Perseroan. 

3.4 Komite ini paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan 

ketentuan sebagai berikut:  

a. 1 (satu) orang Komisaris Independen yang akan bertindak 

sebagai Ketua Komite. Dalam hal terdapat lebih dari 1 

(satu) orang Komisaris Independen dalam Perseroan, 

maka Ketua Komite akan dipilih oleh Rapat Dewan 

Komisaris. 

b. Anggota lainnya yang dapat berasal dari:  

i.  anggota Dewan Komisaris. 

ii.  pihak yang berasal dari luar Perseroan yang tidak 

terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, 

anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham 

Perseroan serta tidak rangkap jabatan sebagai 
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anggota komite lain dalam Perseroan (“Pihak 

Independen”). 

iii.  Pihak yang menduduki jabatan managerial di 

bawah Direksi yang membidangi sumber daya 

manusia atau perwakilan pegawai Perseroan 

sepanjang yang bersangkutan memiliki 

pengetahuan yang memadai terkait dengan 

nominasi, remunerasi, dan succession plan 

Perseroan. Untuk selanjutnya, anggota 

sebagaimana disebutkan dalam butir ini akan 

bertindak sebagai sekretaris Komite (“Pejabat 

Eksekutif”). 

3.5 Struktur Komite yang beranggotakan pihak sebagaimana 

disebutkan dalam butir 3.4 (b) tidak boleh menjadi mayoritas 

dalam keanggotaan Komite. 

3.6 Apabila dipandang perlu, jumlah anggota Komite dapat ditambah 

dengan anggota ahli yang independen dan tidak terafiliasi dengan 

Perseroan yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris. 

3.7 Anggota Direksi Perseroan tidak diperbolehkan untuk menjadi 

anggota Komite. 

3.8 Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui 

pendidikan dan pelatihan. 

3.9 Mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan 

peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan 

tetap mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik 

(good corporate governance). 

 

4. Masa Tugas  

 

4.1 Masa tugas anggota Komite adalah 5 (lima) tahun atau tidak boleh 

lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur 

dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya 

untuk 1 (satu) periode berikutnya.  

4.2 Anggota Komite yang telah menjabat selama 2 (dua) periode tidak 

dapat dipilih kembali. 
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4.3 Apabila anggota Komite yang merupakan anggota Dewan 

Komisaris mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya 

sebagai anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya 

sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir, maka posisi lowong 

anggota Komite tersebut dapat digantikan oleh anggota Dewan 

Komisaris yang lain. 

4.4 Apabila Ketua Komite mengundurkan diri atau diberhentikan dari 

jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris sebelum masa 

jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir, maka 

posisi lowong Ketua Komite tersebut wajib untuk diganti oleh 

Komisaris Independen lain dalam Perseroan selambat-lambatnya 

dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal efektif 

pengunduran diri atau pemberhentian Ketua Komite tersebut. 

4.5 Penggantian anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan 

Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak 

anggota Komite dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan 

fungsinya. 

 

5. Tugas dan Tanggung Jawab Komite  

 

Komite bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya. Dalam menjalankan fungsinya, Komite memiliki tugas 

dan tanggung jawab sebagai berikut: 

 

I.  Terkait Fungsi Nominasi 

5.1 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: 

i.  Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan 

Komisaris. 

ii.  Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses 

nominasi. 

iii.  Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau 

anggota Dewan Komisaris. 

5.2 Membantu Dewan Komisaris untuk melakukan penilaian kinerja 

anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan 

tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi. 
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5.3 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai 

program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau 

anggota Dewan Komisaris, anggota komite-komite lain yang ada 

dalam Perseroan, maupun pejabat-pejabat dan pegawai yang 

memiliki fungsi kunci dalam Perseroan. 

5.4 Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota 

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan 

Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang 

Saham (“RUPS”). Terkait dengan fungsi dalam butir ini, Komite 

wajib untuk melakukan prosedur-prosedur sebagai berikut: 

i.  Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi 

dan/atau anggota Dewan Komisaris; 

ii.  Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam 

proses nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota 

Dewan Komisaris; 

iii.  Merekomendasikan persetujuan perubahan struktur 

organisasi sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi; 

iv.  Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota 

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; 

v.  Menyusun program pengembangan kemampuan anggota 

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;  

vi.  Membantu Dewan Komisaris memperoleh dan 

menganalisa data calon Direksi dari talent pool pejabat 

satu tingkat di bawah Direksi; 

vii.  Memiliki database dan talent pool calon-calon anggota 

Direksi dan Dewan Komisaris; 

viii.  Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem 

serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota 

Direksi maupun Dewan Komisaris; dan 

ix.  Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat 

sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan 

Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan 

kepada RUPS. 
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II. Terkait Fungsi Remunerasi 

5.5 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: 

i.  Struktur remunerasi. 

ii.  Kebijakan remunerasi; dan 

iii.  Besaran remunerasi. 

5.6 Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan 

kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota 

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. 

5.7 Melakukan evaluasi secara berkala minimal setiap 1 (satu) kali 

dalam 1 (satu) tahun terhadap kebijakan remunerasi serta 

kesesuaian dengan pelaksanaan kebijakan remunerasi dari waktu 

ke waktu. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

butir ini, Komite wajib untuk melakukan prosedur-prosedur 

sebagai berikut: 

i.  Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi 

dan/atau anggota Dewan Komisaris, baik berupa gaji, 

honorarium, insentif, benefit, dan/atau tujangan tetap; 

ii.  Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi 

dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan 

iii.  Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi 

dan/atau anggota Dewan Komisaris. 

5.8 Dalam menyusun struktur, kebijakan, dan besaaran remunerasi, 

Komite memperhatikan: 

i.  Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan Perseroan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

ii.  Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan 

kegiatan usaha Perseroan atau perusahaan publik sejenis 

dan skala usaha Perseroan. 

iii.  Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi 

dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan 

pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan. 

iv.  Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi 

dan/atau anggota Dewan Komisaris. 

v.  Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan 

bersifat variable. 
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6. Wewenang Komite  

 

Dalam melakukan tugasnya, Komite mempunyai wewenang sebagai 

berikut:  

6.1 Mengakses seluruh dokumen, data, dan informasi Perseroan, 

termasuk namun tidak terbatas kepada yang berkaitan dengan 

pegawai, dana, aset, sumber daya, maupun kebijakan Perseroan 

yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya 

dalam Perseroan. 

6.2 Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite untuk 

membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan). 

6.3 Komite dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan divisi 

sumber daya manusia dalam Perseroan maupun divisi terkait 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai 

Komite. 

6.4 Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. 

 

7. Rapat Komite 

 

Ketentuan pelaksanaan rapat dan pelaporan Komite dilakukan dengan 

merujuk kepada ketentuan sebagai berikut: 

7.1 Rapat Komite diselenggarakan secara berkala setidak-tidaknya 1 

(satu) kali dalam 4 (empat) bulan. 

7.2 Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan apabila: 

a.  Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite; dan 

b.  Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite 

sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas merupakan 

Ketua Komite. 

7.3 Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah 

mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, 

pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. 

7.4 Hasil atau keputusan rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah 

rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir 

dan didokumentasikan secara baik. 
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7.5 Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat 

Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta 

alasan perbedaaan pendapat tersebut. 

7.6 Komite harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas 

setiap penugasan yang diberikan dan/atau untuk setiap masalah 

yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris. 

 

8. Kode Etik Komite  

 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, setiap anggota Komite terikat 

kepada kode etik yang telah ditentukan oleh Perseroan, sebagai berikut: 

8.1 Menjaga kerahasiaan atas seluruh informasi, dokumen, maupun 

data yang diperolehnya dalam bentuk dan cara apapun berkaitan 

dengan Perseroan selama masa jabatannya dan kewajiban 

kerahasiaan ini akan terus berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun 

setelah masa jabatannya berakhir. 

8.2 Selalu menjaga obyektifitas dan independensi dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya dalam Perseroan. Dalam hal ini, setiap anggota 

Komite harus melaksanakan tugas dan fungsinya secara 

professional dan bertanggung jawab serta bebas dari pengaruh 

dari pihak manapun. 

8.3 Memiliki integritas tinggi dengan dilandaskan prinsip kejujuran, 

keadilan, tanggung jawab, dan kebijaksanaan dalam menjalankan 

setiap tugas dan fungsinya dalam Perseroan. 

8.4 Tidak terlibat dalam tindakan-tindakan maupun praktik-praktik 

yang melanggar hukum maupun peraturan perundang-undangan 

yang berlaku yang akan berdampak langsung maupun tidak 

langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan dan reputasi 

Perseroan. 

8.5 Memberikan seluruh pengetahuan terbaiknya, yaitu dengan cara 

mengaplikasikan pengetahuan, keahlian, dan pengalamannya 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam Perseroan. 

8.6 Mengembangkan kompetensi profesionalnya dengan senantiasa 

mengikuti perkembangan terhadap peraturan perundang-

undangan di bidang pasar modal maupun peraturan lain yang 

berkaitan dengan bidang usaha Perseroan serta selalu mengukuti 
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perkembangan terkait dengan tugasnya sebagai Komite dalam 

Perseroan. 

 

9. Penutup 

 

11.1. Piagam Komite ini akan direview secara berkala untuk disesuaikan 

dengan peraturan yang berlaku maupun perubahan dalam 

penugasan dari Dewan Komisaris. 

11.2. Piagam Komite mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya 

Piagam Komite ini. 

 

 


